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BUPATI LINGGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR　置0　TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT丁LINGGA

NOMOR O7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI WIlノAYAH

KABUPATEN LINGGA

鴨)ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MÅHA ESA

Bし「PATI LINGGA,

Menimbang　: a. ba十1Wa dalam pelaksanaan Satし周n Perlindungan Masyarakat di tingkat

Desa/KelurahaIl、 anggOtanya terbentuk dari pengorganisasian

masyarakat yang dimaksud　しmtuk mcmbangun masyarakat dalam

belltuk kesadaran bela Negara yang be「si fal kemanusiaan, Sebagaimana

dalam Undang-Undang Dasar Tinun 1945 Pasa1 27 ayat (3), bahwa

Semua Warga T¥-egara berhak dan w担b ikut serta dalam upaya

pembda狐Negar種;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penye]enggaraan

Pe描ndungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Lingga∴∴SeCara

berdayaguna dan berhasilguna, Perlu membuat Pedoman Pembinaan

Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan di Wilayah

Kabupaten Lingga;

C. bahwa berdasackan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan hunrf b diatas, Per重u ditetapkan dengan Peraturan Bupati・

Mengingat　: 1. Undrng-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2002　Nomor　3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ] 69);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang

Pembentuk糾し　Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2003　Nomor 146つ

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438 1 );

3. Undang-Undang Republikすndonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik冒ndonesia

Nomo丁5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahn 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Repub取Jndonesja∴丁a血肌　2005　Nomor ]58, Tambaha調

Lembaran Negara Republik Indbnesia Nomor 4587);

5. Pe雨uran Peme丁血むし　Nomor　73　Tahn　2005　tent恥g Kelurahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2005　Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);



Me皿cta pkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Repub】ik ]ndonesia Nomor 84 Tahun

20 1 4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor O7 Tahun 201 =cntang

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja SatしIan Po]isi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga.

ME MUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI L暮NGGA NOMOR O7

TAHUN　2013　TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN SATUAN

P闘RLINDUNGAN MASYARAKAT DESÅ仙【ELURAHAN DI

WILAYAH KABUPATEN LINGGA.

RAR量

KETENTUAN UMUM

Pasa暮】

Dalam Peraturan Daerah ini yang d血aksud dengan :

1. Pemerintz血Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintahan Daerah Dewan I)erwakiIan Rakyat Daerah menurut asas

OtOnOn-i da両ugas pembatuan dengan prinsip otonomi se-uas|uasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repub=k Indonesia

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint‘血an Kabupaten Lingga・

3・ B岬ati ada闘Bupatj L読gga・

4. Wckil Bupati LiI-gga ada]ah Wakil Bupati Lingga.

5. Satuan Polisi Pamong Pr祉dan Pe一・しindungan Masyara煽. Kabupaten

Lingga adalah unit ke垂Pemerintah Daerah yang menangani

Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.

6. Masyarakat adalch orang perseorangan’kelompok orang temasuk

masyarckat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan

dengan kegiatan.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, Sela巾utnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukun yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat’berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang dickui dan dihomati dalan sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kelurahan adalah wilayah ke加]」urah sebagai Perangkat Daerah

Kab叩a書en da重am wi】ayah ke事うa kcca鵬at紬.

9. Pemerintahan Desa adala血PCnyelenggara urusan pemerintah oleh

Pemerintchan Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asaトusul dan adat istiadat setempat yang dipakai dan dihomati dalam

Sistem Pemerintahan Negara Kesa加紬Rqub聴Jndonesia.

10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala

Desa dan Perangkat Desa・ dan sebagai unsur Penyelenggara



1 1. Badan Perwusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain

BPD ada鳳Badan yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat,

membuat Pedoman Desa , dan menyalurkan asplraS] maSyarakat serta

melckukan pengawasan terhadap Penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kecamatan adalah Wilayah ke寄a Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Lingga.

1 3. Canat at糾Sebutan adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan

Pemerintah dj wilayah keja kecamatan yang da】am pc】aksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerint血.

14. Perlindungan masyarakat adalah salah satu keadaan dinamis dimana

Warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta

keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna

mengurangi dan memperkecil akibat bencana, Serta ikut memelihara

購am孤弧, kete打直am弧d狐kete誼ban masyarakat, kegiatan sosial

masyarakat.

15. Satuan Perlindungan Masyarakat yang sela巾utnya disebut

SATLENMAS ada址Organisasi yang dibentuk oleh peme血ah

desa化elurahan dan berangotakan warga masyarakat yang disiapkan

dan dibekali pengetahuan∴Serta keterampilan untuk melaksanakan

kegiatan penanganan bencana’Serta　則t memeIihara keananan,

ketentraman dan ketertiban masyaralhat’kegiatan sosial masyarakat.

16. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara

Republik Indonesia yang memen山persyaratan dan secara sukarela

untuk me可adi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

1 7. Satunn Pelaksanaan adalch yang be血gas melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Perlindung紬maSyarakat sesuai dengan bidang penanganan

maSmg-maSmg.

18. Bencana (disaster) adalah ganggu紬∴Serius terhadap fungs荊ngsi

kemasyarakata皿「 yang menyebabkan te垂dinya kerugian pada

manusia’harta benda ataしI lingkungan’yang disebabkan oleh alam atau

karena ulah manusia.

19. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri

atau tcIPaksa・ baik secara swadaya maupun di koordinasi pemerintah

te漢ah memnggalkan tempat kehidupa-十Semula, karena terancam

keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat

te垂dinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat

u」ah/perb脚章紬m紬uSia dan benca職届mya・

20. Penanggulangan bencana adalah seg:l-a upaya dan kegiatan yang

dilakukan meliputi langkch-langkch pencegahan peringatan diniう

mitigasi dan kcsiapsiagaan pada saat∴ sebelum te車vdi bencana,

PenCairan’Pertolongan’Penyelamat紬dan pemberian bantuan pada

Saat te垂di bencana serta rehabilitasj mental, rehab輔asj dan atau

rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat sete皿

teti adi bencana.

21. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang

di巾ukan k印ada pengusi sebagai akibat bencana perang, bencana

alam’bencana akibat u皿manusia’mauPun akibat konflik sosial,

yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, eVakuasi ,

Pemberian bantuan da]町at, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau

rekontruksi sarana dan prasarana fisik, rekons消as主

Pengembalian/pemulangan, Pemberdayaan dan pemindahan/relokasi.



BABI量

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa重2

Maksud dan両uan Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Desa/Kelurahan ada]ah :

a. Sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi SATLENMAS di

Kabupaten Lingga dapat be画an ef泳t蛤dan

b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Desa dan Kelurahan

dalam pelcksanaan Perlindungan Masyarakat.

C. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

SeCara ProPOrSional yang pcnghitungamya berdasarkan jumlah

PerOlehan suara.

RABⅡ工

RUANG L量NGKUNG

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan satuan perlindungan

Masyarckat, meliputi :

a. Penyelenggaraan koordinasi antar instansi terkait.

b. Pemberian pedoman SATLENMAS ditingkat Desa/Kelurahan;

C. Pemberian ban血an da】am penyeIenggaraan fungsi LINMAS; dan

d. Penyelenggaraan pengawasan secara be垂najang.

BAR重V

KELEM BAGAA N

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasa14

SATLENMAS bekedudukan sebagai皿Sur Pembantu aparatur pemerintah

dalan memeIihara keamanan・ ketentunan dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial kemasyarakatan serta penanganan bencana.

Bagうa皿Kedua

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasa賞5

Satlinmas mempunyal tugas :

a. Membantu dalam penanggulangan bencana;

b. Membantu keamanan・ ketentraman dan ketertiban masyarakat;

C. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam

Penyelenggaraan pemilu; dan

e. Membantu upaya pettahanan Negara.



Pasa16

(1) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasa1 5. terdiri dari :

a. KepalaSatuan;

b. Kepala Satuan Tugas;

C.量くomanぬnRegu; dm

d. Anggota

(2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langs皿g

kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain.

(3) Susunan Organisasi Satlirmas sebagainana dimaksud tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupこしti i11i.

Pasa17

(l) Kepala Satuan scbagaimana d血akslld dalam Pasa1 5 Ayat (1) hurufa,

SeCara eX-O珊cio dijabat oleh kepala desa仙rah atau sebutan lain.

(2) Kepala Saturm 「「ugas sebagaimana discbut dalam Pasa1 5 Ayat (l)

huruf b, ditu巾uk oleh Kepala S:ltuan.

(3) Komandan Regu sebagaimana disebut dalan Pasa1 5 Ayat (1) hurufc,
ditu可uk oleh Kepala Satuan Tugas.

(4) Anggota sebagaimana disebut dalam Pasa1 5 Ayat (1) huruf d, Paling

Sediki=O (sepuluh) Orang.

PasaI8

Kepala satun Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 Ayat (2)

membawa血i 5 (lima) regu yang terdiri :

a. Regu Kesiagaan dan Kewaspadaan Dini;

b. Regu Pengamanan;

C. Regu Pertolongan Pertama pada korban dan kebakaran;

d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan

e. Regu DapurUmum.

Pasa19

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam PasaI 7, disesuaikan dengan

kebutuhan masmg-maSing daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasa110

Anggota Satlirmas, memPunyai hak :

a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan;

b. Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;

C. Mendapatkan fasilitas, Sarana dan prasarana penunJang t‘一gaS

OPeraSional ;

d. Mendapatkan biaya operasioml dalam menu叩ang pelaksanaan tugas ;

e・ Mendapatkan santunan apabj量a te巾adi kecelakaan tugas;

f Mendapatkan piagan penghargaan bagi yang te胤mengabdi selama 1 0

(sepu】uh) talun dari Bupati, 20 (dua pu血h ) tchun dari Gubemur, d紬

30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan

g. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dcngan tugas.



Pasa11且

Anggota Satlirmas, memPunyai kew年iiban :

a. Me可u可ung tinggi noma hukum, nOma agama, hak asasi manusia dan

noma sosial laimya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b. Menaati disiplin dan berpegang teguh pada SしmPah Ja申Sa出nmas;

C. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu keananan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang

dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertib紬masyarakat;

dan

d・ Melaporkan secara beIje巾ang apabila ditemukan atau patut diduga

adanya gangguan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat

PENGORGANISASIAN

Pasa112

(1 ) SATLINMAS dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan.

(2) Susunan Keanggotaan SATLINMAS sebagaimana dimaksud terlampir

Pada lampiran Pcraturan Bupati ini meliputi :

a. Organisasi几embaga Kemasyarckatan di Desa/Kelurahan; dan

b. Warga Masyarakat di Desa/Kel皿血an.

P租s郷113

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan merekrut

Warga maSyarckat untuk me巾adi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan

Oleh Kepa】a Desa/Lurah.

Pasa賞14

(l) Perekrしitan anggota Satlirmas sebagaimana dimaksud pada Pasa1 12

dilakukan masyarakat untuk meヰiadi anggota Satlinmas di desa dan

kelurahan oleh Kepala Desa/Lurれ

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertckwa kepada T血an Yang Maha Esa;

C. Setia kepada Paneasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repub服

事ndonesia Tahun 1945;

d. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/ataしI

sudah menjkah

e. Je面ang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau seder*iat;

f Sehatjasmani dan rohani;

g. BeItempat tinggal di wilayah DesalKe血ahan setempat; dan

h. Bersedia membuat pemyataan mepjadi anggota Satlinmas secara

Sukarela dan kesanggupan unt血ak航、 dalam kegiatan per血dungan

masvarakat.

Pasa格15

(1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlirmas di
De s a/Kel urahan.



(2) Perelrutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara

Sukarela dan terbしIka bagi seluruh warga.

Pasa116

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 4 Ayat (1) ditetapkan sebagai Satlirmas dengan

Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong

Prdya dan Pehindungan Masyarakat Kabxpaten.

Pasa117

(1) Anggota Satlirmas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 dilantik oleh

Kepala Sat耽m Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kab岬aten di wilayahnya.

(2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dise雨dengan

Pembacaan Sunpah Japji Satlinmas.

(3) Sunpall Janji Satlirmas sebagaimana dimcksud pada Ayat (2)

tercantしIm dalam lampiran yang merupakan bagian tidak t叩isalhan

dari Peraturan BしIPati ini,

Bagian Ke!ima

MASA KEANGGOTAÅN

Pasa書18

(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam

Puluh) tahun atau diberhentikan.

(2) Dibe血entikan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) karena :

a. Meninggal dunia;

b・ Mengundur d誼atas pemintaan sendiri;

C. Pindah domisili;

d. Tjdak ]agj memenuhj persyara an kescha an;

e. MeIakukan perbuatan tercela; atau

f. Melakukan tindck pidana yaI-g telah memPerOleh kekuatan hukum

tetap.

BAB重V

PEMBE RDAYAAN

Pasa!19

(1) Pemberdayaan anggota Satlinmas d=akukan untuk meningkatkan

kapasitas anggota Satlinmas dalam peIakranaan tugas.

(2) Pembe「dayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (l) dilakukan

melalui kegiatan :

a. I)endidikan dan pelatihan;

b. Peningkatan peran serta dan perkasaこ

C・ Pcnjngka章an kesjapsjaga紬;

d. Penanganan tanggap darurat;

e. Pengendalian dan operasi; dan

青Pembekalan.



Pasai20

Pemberdayaan anggota SatIinmas dapat dilak‘lkan dengan penylaPan POSko

Satlinmas di tiap-tiap Desa/Ke厄ahan.

P之lSa12重

(1) Anggota SatlimTlaS dalam melaksanakall tugaSnya mengenakan

Pakaiall Seragam.

(2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi
dengan:

a. Atribut;

b. Perlengkapan; dan

C・ Pe重貧at紬Ope脇SjonaI.

RABV

PEMB重NAAN SATL萱NMAS

Pas分122

Bupati melakukan pembinaan tekhis operasional penye!enggaraan

Perlindungan masyarakat di Kabupaten Lingga.

BABV重

PELAPORAN

P租sa123

(l) Kepala Desa/L町ch melalui canat menyampaikan lapora-1

Penyelenggara紬Perlindungan masyarakat kepada Bupati.

(2) Bupati menyanpaikan laporan penye]enggaraan per血dungan

masyaTakat kepada Gubemur.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan

SeCara berkala setiap 6 bulan dan/sewaktu-Waktu di perlukan.

BABV重工

PEMBIYAAN

Pasa124

PendanaanしIntuk penyelenggaran perIindungan masyarakat dibebanka pada

Anggaran Pendapatan dan Belarua Negara, Anggaran Pendapata-1 dan

Bela可a Daerah Provinsi, AnggaI・{一n Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten serta lain-1ain pendapatan yang sah dan tidak mengihat・



BA膿V喜H

KETENTUAN PERALIHAN

P鵬a125

Organisasi SATLINMAS yang teIah terbcntし一k sebe)し一m Peralし1ran証

ditetapkan haruS Segera men)′eSし)aikan dalam Waktu pali置lg laITlba= (satu)

tahun tcrhit皿g S匂ak ditandatangan】nya 】)era佃ran Bupati ini.

書きAB喜X

KETENTUAN事}ENUTUP

暮)薄絹126

咽-hal ya一一g be血ll diatur dalam Peraturan Bupat=l亘sepa叫ang mengenai

teknis pelaksanaann)′a akan diamr lebih la可ut dengan Keputusan Bし一Pati.

Pasa!27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratし潤n

Bupati ini dengan penempatamya dalam Berita Daerah Kabupaten Li一一gga.

Ditetapkan di Daik Lingga

tanggal Fcb…ari 2015

jBUPATI LINGGA,

Diundangkan di Daik Lingga

Pada tangga上3 Februari 201 5

Plt. SEKRETARIS DAERAH

L喜NGGA

/
MUHAMMAD AIN丁

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR


